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P U T U S A N  

Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.Tgt 

�\;1:�l r:=�,::.;. 

EMI KEADllAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili 

ara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan 

oalam perkara cerai gugat antara: 

, umur 21 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan lbu rumah tangga, tempat tinggal 

 Kabupaten Paser, 

selanjutnya disebut Penggugat. 

m e l a w a n  

!, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

 Kabupaten Pas er, 

selanjutnya disebut Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti. 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017, 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan 

Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 18 Januari 2017, yang 

mengemukakan dalil-dafil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 

2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

:J{afaman J t1an· 1s1(afaman (Pidu.san No.OJJJJPtfr..g/2017/P)l'Tgt 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 

idup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di 

rumah sendiri di Desa Senaken, Tanah Grago!, selama 2 bulan; 

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 

dikaruniai satu orang anak; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, akao tetapi sejak April 2016 rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang 

disebabkan Tergugat marah jika Penggugat pulang ke rumah orangtua 

Penggugat; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat t�adi pada bulan Mei 2016, yang disebabkan alasan yang sama 

dan sejak itu antara Penggugat dan T ergugat tel ah berpisah tinggal 

bersama dan Pengguga! memilih tinggal di rumah orang!ua Penggugat, dan 

selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan Jagi, baik lahir maupun 

batin; 

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha 

mendamaikan Pengguga! dan Tergugat namun tidak berhasil; 

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Terguga! sudah tidak lagi 

mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah 

perceraian; 

8. Bahwa Pengguga! sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akiba! 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di alas, pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Tanah Grago! cq. majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

1 ) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

?fafaman 2 dari 15 :J(afatnlln <Puhl.ran 1(0.0111/P.lL(]/2017/P.ft. 'I'gi 
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2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra T ergugat (

) terhadap Penggugat 

; 

3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­ 

adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan T ergugat tidak pemah hadir tan pa alasan yang sah, 

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, 

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 

dua lkis panggilan; 

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran 

Tergugat namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati 

Penggugat agar kembali rukun dengan T ergugat, akan tetapi tidak berhasil dan 

Penggugat telap leg uh pad a pendiriannya unluk bercerai dengan T ergugal; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan 

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan ala! bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten 

Paser, Nomor 0145/41/111/2016 tertanggal 30 Maret 2016, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel 

pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode P.; 

Bahwa, selain mengajukan ala! bukti tertulis tersebut Penggugat juga 

mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah 

masing-masing: 

Saksi I; , umur 47 tahun, yang 

pada pokoknya menerangkan sabagai berikut: 

, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami 

Penggugat; 

J(afaman 3 tlari 1.5 ?fafarNJn Putusan 9fo.01J1,/<Ptft.<j/2011;fP;t'1'9t 
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.. ��''\ 
vs '!-\ "11.1.- ,..� hwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 
I �JJ!l 8 rmonis, namun sekarang sudah tidak lagi; 
'" � 0 .. \ y- J"' hwa di antara ketidakharmonisan di atas ·adalah sekarang Penggugat �� an Tergugat sudah tidak satu rumah terhitung selama sembilan bulan lamanya sejak bulan Mei 2016; bahwa saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan T ergugat biasa bertengkar, bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat dan anaknya; bahwa di antara faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah terhadap Penggugat bilamana pulang 

ke rumah orangtua karena sedang mengidam; ba wa keluarga pemah berupaya merukunkan Penggugat dengan TeSaksi II; umur 37 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan T ergugat adalah suami Penggugat; bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dalam sembilan bulan terakhir sejak bulan Mei 2016; bahwa ihwal dan penyebab berpisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bilamana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya; bahwa saksi bias a menyaksikan Penggugat dan T ergugat bertengkar; bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil; Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugal, serta mohon putusan; 
Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

:J{a/aman 4 dan.151(afam211 (l'utw.,n fl(o.0111/PtfL{J/2011ftl'Jt/(fJ' 
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�6ML<\:'. PERTIMBANGAN HUKUM 

� , , ·-;:,' Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
':! �1 · 
a i1Jr 11 i tersebut di alas; 
! .., Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir di persidangan dan 

�Jli pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan 
,.,.,.,, elaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua 

panggilan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh 
halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah 
berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan 
Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia 
dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang­ 
Undang Republik Indonesia Namer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jls. 
Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Namer 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 T ahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum 
Islam serta Pasal 154 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di 
persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat 
dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 T ahun 2017 T entang Mediasi; 

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada 
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil­ 
dalil pada surat gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok 
gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan 
alasan sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai 
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan Tergugat marah jika Penggugat pulang ke rumah orangtua 
Penggugat. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian 
dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan 

1(a!Aman J 04ri tJ J(afaman <Putu111n !No.OJ J J}Pr/t.(J/2017JP)t "9t 
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. """" fs" ?;:, berpisah kediaman sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang tanpa ada 
� I <;:, � t(fil, l:lj'! gan Jagi baik Jahir maupun batin; 

iri !/"�· § Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat 
.. .. 

\ �*'J gap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh 

� •.•• •'El ggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani 

pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum 

Ke/uarga; 

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali/i-dalil gugatannya Penggugat 

mengajukan aJat bukti tertulis dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh 

Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazege/en di kantor pos, 

hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang­ 

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo. Pasal 

1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2000, maka bukli tersebut dapat dilerima sebagai ala! bukli; 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P. adalah alat 

bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang 

berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat 

yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide 

Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan 

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan 

demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 gugatan 

Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan 

gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanah Grogot; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, 

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak 

termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang 

diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, 

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan 

dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi 

J(afaman 6 '4ri JS 1(a6man f'utusan !J{o.OJll/P.lt.<j/ZOI7iPJl.f1'9t 
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f/; �- ,. sebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama 
� �t�r·: _. li!-.i- {JS&,), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat 
ili � Isl I dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya 
.. · takan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat 

��- ertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 
·--= ·· 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat 
menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah 
kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama 
sembilan bulan terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli Jagi antara 
keduanya sebagaimana Jayaknya suami istri. Adapun ihwal dan penyebab 
perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi 
menerangkan Tergugat tidak suka bilamana Penggugat pulang ke rumah 
orangtuanya. Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke 
pengadilan, para keluarga telah mendamaikan/mencoba untuk merukunkan 
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di alas, maka 
setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai 
berikut: 

• Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara agama 
dan negara pada 28 Maret 2016; 

• Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama sembilan 
bulan terakhir hingga sekarang karena te�adi pertengkaran; 

• Di antara penyebab perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan 
Tergugat adalah Tergugat tidak suka bilamana Penggugat pulang ke 
rumah orangtuanya; 

• Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 
berhubungan Jagi baik Jahir maupun batin; 

• Penggugat sudah pemah diupayakan oleh keluarga ataupun majelis 

hakim untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama sembilan 
:J{afaman 7 dari JJ :J{afaman (Pulu.san !No.0JlllAfL(}/ZOI7jP}L(]'gt 
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'!Ji ,.oi,.w. an terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga 

'9 .Q 7��� fakta tersebut di alas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat 
a r� >f.l ''l � 
Ir; "1�& Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan 
.. 

\ V; ra keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (ranjang), dan hal ini sesuai 
� ngan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2371</AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa 

sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah, dan 

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan 

pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang le/ah mencukupi dan sesuai 

dengan a/asan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan•, kalaulah 
hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, 

tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan T ergugal tidak akan 

berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama padahal kedua-<luanya 
masih berdomisili di kelurahan dan kecamatan yang sama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi lakla tersebul 

di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta 
lainnya. Keterkaitan lakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan ranjang yang 

jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan 

berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara 
Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan 
pertengkaran antara Penggugat dan T ergugat terjadi secara terus menerus 
hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat 

tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 
Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "dalam hal perceraian 

tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. 
Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat 
dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 
18-6-1996); 

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera 
akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi 

Hafaman 8 a4ri JJ J(af:Jman '1'ulumn !No.0111/:Ptfi.q/20J7}P;i'TJJt 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di alas dan juga 

dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga 

dengan akhir proses persidangan, tidak temyata telah terjadi perubahan sikap 

dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang 

harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga 

Penggugat clan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan 

tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan 

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap 

berlangsung justru akan meni mbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua 

belah pihak; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian 

adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (abghadul halal), namun 

demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan 

lagi keutuhannya karena telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

maslahatnya, maka perceraian dibolehkan; 

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah 

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. 

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya 

tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan 

lahir-batin di antara suaml-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan 

telah lepas sama selkis, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan 

kesamaan kehendak di antara keduanya; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti 

?(a'4man 9 "4ri 1J ?(a'4man tJ'ul,uan '](o.OttllP.ft.(]/2017,AP)l 'fot 
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(?� rang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan 
� iiJI rat tanpa maslahat; 
I ' ! Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah 

\ VtJJ. ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi 
�Iara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih 

baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang 
dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al°Kasani dalam karyanya 
AI-Bada'i a/-Shana'i FT Tartib a/-Syara'i jilid Ill halaman 112: 

.,;. "i cPl<YI ... r:l:;..l .lk> ,  t.,,=1 ul:ill ,i .:,,,.,)1 uY ,w...11 (JIS.J J...,'JI .,_; .;:,u.Ji t..,.l uJ 

. W-. c:\Slll 

Artinya: 'Disyariatkannya talaklperceraian adalah demi kemaslahatan. 

Apabi/a suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam 

perbedaan itu tidak terdapat /agi kerukunan dalam berumahtangga, 

maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah 

kemaslahatati'; 

Menimbang, bahwa membiarkan istri selama berbulan-bulan (sembilan 
bulan); tidak memberikan nalkah kepadanya dan tidak mempedulikannya tanpa 
alasan syar'i adalah perbuatan tidak terpuji, dan berdasarkan fakta tersebut, 
maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn 
Umar ibn Ali Nawawi, dalam kitab Nihayah al-Zain Pasal Thalaq, yang diambil 
alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut : 

a ,t., J.w.:; Y :...l.. ' - ' - "1  •  -  · L ' - <  •  •- "i� "011:..,,.. 0�•-� · " I ·  � � o .  '-!-'  �  �  �  �  •  U""""  �  �  •  .,_._.  (.)"'  .J  

Artinya: "Dan di antara sunahnya perceraian ada/ah perceraian yang 

disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat-sffat yang tidak terpuji 

sehingga menurut mlai-nifai tradisi yang berkembang safah satu di antara 

suami atau isteri tidak mampu /agi untuk melangsungkan kehidupan 

rumah tangganya "; 

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di alas, majelis hakim perlu 
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam 
bukunya Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-lslamiyyah, 

halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai 

berikut: 

:J(ofaman JOtiari 15 :Jfalilman fPutu/lJn 1(o.011l/PaL(J/2017;11')t. tfgt 
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· • 6,,. -1 . ':/ •L.;J " .,_, .1 · · •'I .WI w .t, ·.a · '::IJJI LI;; :,,...';/I ·'" I .,; � � .Jc.- .., �  �  � r .J LJ:!::t,, .J .)'  �  . � uP- d  r  r  .  �  .J  

#��- 1:,. s .,,.;.11 .:,...,l4 .:,,..Jjll ,.,\.,Jc.� ul ,u... )fa)'I u'i CJJ Ji- ,:,.. , ..,,....  CJ)' U.,)1 
c,r-'"' � 

� � - � �  & ., c�'1 '% inya : "Islam memberikan solusi talaklcerai ketika rumah tangga 
v; � ( 8 udah dianggap goncang serta dianggap sud ah tidak bennanfaat lagi 
"' .., .. \ y j nasihatlperdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh 

� (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu 
":;..�- 

suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. lni adalah aniaya 
yang bertentangan dengan semangat keadilan". 
Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan 

persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama 

dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh 

Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk 

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Alas dasar tersebut, 

Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat 

dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan 

kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan lbnu Sina 

yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqh Al- Sunnah Juz II halaman 

244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini 

berbunyi sebagai berikut: 

.. ulJl...!1 .:....u;J (u:WI <.<') p.lJ _,.Ill ,lj t..,...,, �I._,; .,.i..l \.Js; 

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk 
tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya 
akan bertambah buruk dan meruncingkan perse/isihan, sehingga 
kehidupan rumah tangganya akan berubah menjadi surem"; 
Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nemer 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu 

kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri tetah terbukti 
dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan 
didukung oten fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para 
pihak yang bersengketa sebagai suami istti, maka sesuai dengan ketentuan 
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat 

:Jfafaman 11 '6ri JJ J(a6man 'Putusan 9{o.01 t 1/iAft.q/20J7iP)t'1gt 
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�,.r,»MA ��� Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat 

f /. J& g memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan'; 

� � !I Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan 
.. V g tidak disukai oleh Allah (abghadul ha/aQ, namun demikian jika hubungan 
�����ami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali 

maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (ihsiln); 
Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan 

sebagaimana tersebut di alas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam 
pasal 19 huruf (!] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namer 9 tahun 
1975 jo. pasal 116 huruf (!] Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan 
dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa selama peri<awinan Penggugat dan T ergugat tel ah 
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da a/-dukhuQ dan belum 
pemah bercerai. Olen karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang 
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan 
berdasarican ketentuan Passi 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak 
yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir 
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain 
untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya 
secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai 
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.; 

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam 
Kitab Ahkilm al-Qur'an karya Abu Bakr Mmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid Ill 

halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut : 

<.I J,.'I iJ U. _,.; """  ,Ji .,,..i...JI r!S...:,.. .,& .,JI<>"''.:,.. 

Artinya: "Barang siapa yang sudah dipanggil o/eh Hakim untuk 

menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi 

panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknys'; 

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus 
karena perceraian dan pernah dukhiil, maka bagi Penggugat berlaku masa idah 

1{ahman 12 tfari 151{ahman Pulwan !No.0111/Pd"t.<J/ZOti}P;t 'lgt 
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,_cM'A ��dasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah 'IJ,.,\112 ,ublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) 
i � -� pilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 lkis suci atau 
� 0 .. rang-kurangnya 90 hari; . 

V Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) 
s::,;�,�- _":,/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang,Undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama T anah Grogot 
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 
perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraiannya dalam 
daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini lermasuk dalam bidang 

perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai 
dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 T ahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009; 

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertaku dan 
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 
 terhadap Penggugat (

; 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk 
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

J(afaman 13 tlari JJ J{afaman �tusan !No.01 lJjPJi.(}/Z017;(P}l. '1'9t 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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�·  '!J," . '.'.(,f'��:,?.ada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
* '�1 T,a; ah Grago!, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang telah 
i � $ diakan untuk itu; 
.. �j 

�- 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Adi Martha 
Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. 
dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan 
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh 
Hakim-Hakim Anggota dan Ora. Nuhare sebagai Panitera Pengganti, serta 
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat. 

mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 
ejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

0 

Panitera Pengganti, 

�� 
Dra. Nuhare 

Perincian Biaya 
1.  Pendaftaran 
2. Biaya Proses 

Rp. 30.000,­ 

Rp. 50.000,- 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Rp. 300.000,- 

Rp. 6.000,- 

Rp. 5.000,a 

Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu 

ribu rupiah). 
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